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Abstrak  

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di 

Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam 

aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan 

kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan 

menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan 

pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 

1945 serta penjelasannya. Pelaksanaan metode penulisan cita hukum Pancasila ini 

menggunakan metode normatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku 

yang terkait dengan hal ini, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini pun 

difokuskan pada satu rumusan pada cita hukum Pancasila yang dapat berkembang dalam 

batang tubuh UUD RI 1945. 

 

Kata Kunci  : Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945. 

 

Abstract  

Pancasila is the source of all sources of law, meaning that all forms of law in Indonesia 

should be measured according to the values contained in Pancasila, and in the rule of law 

it must be reflected awareness and sense of justice in accordance with the personality and 

philosophy of life of the nation. Law in Indonesia must guarantee and enforce the values 

contained in the preamble of the 1945 Constitution which is a reflection of Pancasila and 

the principles contained in the body of the 1945 Constitution and its explanation. The 

implementation of this method of writing the ideals of Pancasila law using the normative 

method of using literature study includes several books related to this, the formulation of 

issues raised in this writing was focused on a formula on the ideals of Pancasila law that 

can develop in the body of the 1945 Constitution of RI. 

 

Keyword  : Pancasila The Constitution of the Republic of Indonesia 1945. 

 

A. Pendahuluan
*)

 

Hukum dalam perkembangannya, 

mendorong para ahli hukum untuk meng-

hasilkan suatu definisi mengenai hukum. 

Dapat ditemukan bahwa definisi mengenai 

hukum yang dihasilkan oleh para ahli 

memiliki karakteristik yang berbeda satu 

dengan yang lain. Hal ini memiliki alasan 

bahwa dalam proses menghasilkan definisi 

tersebut para ahli memiliki sudut pandang 

                                                           
*)

 Dosen Tetap Yayasan Universitas PGRI 

Palembang 

yang berbeda. Maksudnya, hukum itu 

mengikuti perkembagan kehidupan manusia 

sehingga mempengaruhi pola pikir para ahli 

dalam membentuk elemen dasar yang 

mewujudkan definisi mengenai hukum. Pola 

pikir ini nantinya mengakibatkan unsur-

unsur esensial yang membentuk hukum. 

Sebagai contoh, disini akan dijabar-

kan mengenai pandangan yang berbeda 

tentang hukum dari 2(dua) orang akhli 

hukum. Ia adalah John Austin. Dalam 

bukunya The Providence Of Jurisprudence 
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Determined, ia memiliki pemahaman me-

ngenai hukum yakni law is commands, 

backed by treat of sanctions, from a 

sovereign to whom people have a habbit of 

obedience. Baginya, hukum itu tidak lain 

memiliki sifatnya yang imperatif dimana 

didukung oleh adanya sanksi sehingga 

mengakibatkan setiap orang terikat terha-

dap hukum. Pandangan Austin menghasil-

kan bahwa pemberlakuan hukum memiliki 

sifat yang sepihak. Hal ini memiliki artian 

bahwa hukum itu merupakan produk dari 

seseorang yang memiliki kekuasaan untuk 

memberlakukan secara menyeluruh dan 

mengikat.  

Lebih lanjut, perbandingan menge-

nai pemahaman akan hukum ditujukan 

terhadap pandangan Jean-Jacques Rous-

seau. Menurutnya:  

but what, after all, is a law? When I 

say that the object of laws is always 

general, i mean the law consider subjects 

en messe and action.....on this view we at 

once see that it can no longer be asked 

whose business it is to make laws, since 

they are acts of the general will ; nor 

whether the prince is above the law, since 

he is a member of the state; nor whether the 

law can be unjust, since no one is unjust to 

himself; nor how we can both free and 

subject to the laws, since they are but 

register of our wills (Jean-Jacques 

Rousseau : The Social Contract, Book II : 

Chapter 6).
1
  

Secara garis besar pemahamannya 

mengenai hukum ditujukan oleh adanya 

suatu pertemuan kehendak masyarakat. Hal 

ini memiliki makna bahwa kehendak yang 

dimiliki masing-masing individu diperte-

mukan dan dipersatukan untuk menghasil-

kan suatu peraturan yang menjaga ke-

tertiban dalam kehidupan manusia.  

Kedua konsep mengenai hukum 

yang dihasilkan oleh para akhli di atas 

memiliki perbedaan antara satu dengan 

yang lain. Perbedaan ini dilihat pada 

                                                           
1
 http://www.scribd.com/doc/11658267/ 

Ketika-Keadilan-Merupakan-Cita-Hukum-Yang-Di 

tinggalkan Diakses Tanggal 26 Mei 2011. 

pandangan yang diutarakan oleh John 

Austin dan J.J.Rousseau mengenai unsur-

unsur dasar dalam membentuk konsep 

mereka mengenai hukum. Hingga sekarang, 

dapat ditemukan berbagai perbedaan 

mengenai pembentuk konsep hukum di 

antara para akhli hukum. Akan tetapi, 

perbedaan itu sesungguhnya mengarah 

kepada cita hukum (rechtsidee) yang sama 

pada pola pikir para akhli hukum dalam 

membentuk konsep mengenai hukum. Cita 

hukum (rechtsidee) yang dimaksud, yakni : 

ketertiban, dapat diperhitungkan (predic-

table), kepastian hukum, dan keadilan. 

Cita hukum ini harus memiliki 

bentuk, baik dalam tataran teoritis hingga 

pada tataran praktis. Pada tataran teoritis, 

cita hukum berawal pada tahap interpretasi 

yang berujung pada tataran  

Praktis, yaitu implementasi. Pada 

tahap interpretasi, cita hukum ini berawal 

dari konsep hukum itu sendiri. Hal ini 

berkaitan dengan unsur-unsur dalam pem-

bentukan hukum yang selanjutnya akan 

diberlakukan.  

Selanjutnya, tahap interpretasi ini 

berakhir pada tahap implementasi. Pada 

tahap ini hukum yang telah memiliki suatu 

bentuk akan diberlakukan kepada masya-

rakat. Akibatnya, setiap pihak yang berada 

dalam yurisdiksi hukum tersebut memiliki 

hak dan kewajiban berdasarkan hukum.  

Kedua tahap ini yakni interpretasi 

dan implementasi, memiliki keterkaitan 

yang sangat erat. Maksudnya, cita hukum 

sudah harus tampak pada tahap interpretasi 

sehingga tidak menimbulkan kesulitan 

dalam tahap implementasi.  

Permasalahan yang dapat terjadi 

bilamana cita hukum itu tidak dapat dicapai 

baik dalam tataran tersebut di atas. Sebagai 

contoh, ada kalanya suatu Undang-Undang 

(UU) tidak sepenuhnya meliputi keseluru-

han dari cita hukum yang ada. Selintas 

mengenai UU Pornografi, memang dirasa 

dapat mewujudkan suatu ketertiban bagi 

masyarakat dalam meningkatkan moral 

yang kemudian tujuan itu mendapatkan 

suatu bentuk kepastian dalam penegakan-

http://www.scribd.com/doc/11658267/Ketika-Keadilan-Merupakan-Cita-Hukum-Yang-Ditinggalkan
http://www.scribd.com/doc/11658267/Ketika-Keadilan-Merupakan-Cita-Hukum-Yang-Ditinggalkan
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nya. Akan tetapi, bila dilihat lagi, apakah 

dengan pemberlakuan UU tersebut dapat 

menciptakan keadilan bagi masyarakat 

Indonesia yang beranekaragam adat ? 

Keadilan merupakan permasalahan utama 

dalam proses pembentukan, pemberlakuan 

dan penegakan hukum. Keadilan merupa-

kan salah satu bagian dari cita hukum yang 

paling sulit untuk dicapai. Hal ini di-

karenakan bahwa konsep keadilan sangat 

bersifat abstrak dan relatif. Maksudnya, 

setiap orang memiliki penilaian yang 

bersifat otonom dalam mengaplikasikan 

keadilan. 

 

B. Permasalahan  

Bagaimana sejarah cita hukum 

Pancasila dapat berkembang dalam batang 

tubuh UUD RI 1945 di Indonesia? 

  

C. Pembahasan 

Sejarah Cita Hukum Pancasila 

dapat Berkembang dalam Batang 

Tubuh UUD RI 1945 di Indonesia 
Pancasila merupakan sumber dari 

segala sumber hukum, berarti segala bentuk 

hukum di Indonesia harus diukur menurut 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pan-

casila, dan didalam aturan hukum itu harus 

tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang 

sesuai dengan kepribadian dan falsafah 

hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus 

menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembukaan UUD 1945 

yang merupakan pencerminan Pancasila 

dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

batang tubuh UUD 1945 serta penjelasan-

nya.
2
 Dengan demikian ketiga unsur 

tersebut merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945. 

Pembukaan UUD 1945 adalah 

staatsfundamental norm yang menurut 

Darji Darmodiharjo adalah filsafat hukum 

Indonesia, dan batang tubuh dan penjelasan 

UUD 1945 adalah teori hukumnya, karena 

dalam batang tubuhnya ditemukan landasan 

                                                           
2
 Darji darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-

pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 1995. 

hlm.206 

hukum positif Indonesia. Teori hukum 

tersebut meletakkan dasar-dasar falsafati 

hukum positif indonesia. Penjelasan UUD 

1945 memberikan latar belakang pikiran 

dan suasana batin yang muncul pada saat 

UUD 1945 itu dibentuk.
3
 

Sementara itu Mahfud menyebut 

Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 

merupakan sumber dari keseluruhan politik 

hukum nasional Indonesia. Penegasan 

keduanya sebagai sumber politik hukum 

nasional didasarkan pada dua alasan. 

Pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 

1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, 

dan norma dasar negara Indonesia yang 

harus menjadi tujuan dan pijakan dari 

politik hukum di Indonesia. Kedua, Pem-

bukaan dan Pasal-pasal UUD mengandung 

nilai-nilai khas yang bersumber dari 

pandangan dan budaya bangsa Indonesia 

yang diwariskan oleh nenek moyang sejak 

berabad-abad yang lalu.
4
 Dalam pandangan 

di atas terlihat adanya kesamaan dalam 

melihat pembukaan UUD sebagai nilai-nilai 

yang sudah mengakar dalam kehidupan 

bangsa Indonesia dan harus menjadi 

landasan dalam menetukan arah kebijakan 

dan aturan dalam menjalankan pemerin-

tahan. Penentuan arah dan kebijakan terse-

but harus dikawal oleh produk hukum yang 

berlandaskan kepada Pancasila. Pemben-

tukan produk hukum merupakan konse-

kuensi logis dari prinsip negara hukum 

yang disandang Indonesia. 

Apabila penjelasan UUD 1945 

menggariskan, bahwa pokok-pokok pikiran 

yang terkandung dalam Pembukaan mewu-

judkan cita hukum (Rechtsidee), dan 

pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu 

ialah persatuan dengan mewujudkan ke-

adilan sosial atau disingkat persatuan, 

keadilan bagi seluruh rakyat, kerakyatan 

dan permusyawaratan perwakilan, dan 

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab, maka 

                                                           
3
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4
 Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik 

Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 

2006, hlm. 23. 



Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018, hal. 673 - 679 

676 

 

pokok-pokok pikiran itu tidak lain melain-

kan Pancasila. Dengan demikian maka 

pokok-pokok pikiran yang mewujudkan 

Cita Hukum itu ialah Pancasila.
5
 

Dalam dinamika kehidupan kemas-

yarakatan, menurut Rudolf Stammler, Cita 

Hukum (rechtsidee) itu berfungsi sebagai 

penentu arah bagi tercapainya cita-cita 

masyarakat. Walaupun disadari benar 

bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat 

itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya, 

namun Cita Hukum memberi faedah positif 

karena ia mengandung dua sisi, dengan Cita 

Hukum dapat diuji hukum positif yang 

berlaku dan kepada Cita Hukum dapat 

diarahkan hukum positif sebagai usaha 

mengatur tata kehidupan masyarakat dan 

bangsa. Lebih lanjut menurutnya, keadilan 

yang dituju sebagai Cita Hukum itu 

menjadi pula usaha dan tindakan 

mengarahkan hukum positif kepada Cita 

Hukum. Dengan demikian, hukum yang 

adil adalah hukum yang diarahkan oleh Cita 

Hukum untuk mencapai tujuan-tujuan 

masyarakat.
6
 Selanjutnya Gustav Radbruch 

menegaskan pula bahwa Cita Hukum 

(rechtsidee) tidak hanya berfungsi sebagai 

tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu 

yang menguji apakah suatu hukum positif 

adil atau tidak, melainkan juga sekaligus 

berfungsi sebagai dasar yang bersifat 

konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa 

tanpa Cita Hukum, hukum akan kehilangan 

maknanya sebagai hukum.
7
 

                                                           
5
 A. Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita 

Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia 

dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai 

Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan 

Bernegara disunting oleh: Oetojo Oesman & Alfian, 

BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, Hlm. 7 
6
 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum 

dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional dalam 

“Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun 

Pembangunan Nasional)” No. 1, Pusat Dokumentasi 

Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 

1995, hlm. 50  
7
 Soejono Koesoemo Sisworo, Mempertim-

bangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran 

Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya 

Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indo-

nesia dalam “Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru 

Dari uraian mengenai fungsi Cita 

Hukum tersebut, dengan istilah lain (namun 

sewarna), B. Arief Sidharta menggabung-

kan fungsi Cita Hukum sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Rudolf Stammler dan 

Gustav Radbruch tersebut. Menurutnya, 

Cita Hukum itu berfungsi sebagai asas 

umum yang mempedomani (guiding 

principle), norma kritik (kaidah evaluasi) 

dan faktor yang memotivasi dalam pe-

nyelenggaraan hukum (pembentukan, pene-

rapan, penegakan dan penemuan) dan 

perilaku hukum.
8
 

Hukum dalam hubungannya dengan 

Cita Hukum (rechtsidee) mengandung pula 

suatu pedoman dan suatu ukuran umum 

tentang apa yang harus dilihat sebagai 

hukum di dalam budaya yang bersangkutan. 

Cita Hukum dalam dirinya adalah meru-

pakan sesuatu yang di dalamnya mengan-

dung unsur-unsur yang emosional–ideal, 

yang batasan rasionalnya tidak pasti. 

Pengertian dari konsepsi hukum yang 

berusaha mewujudkan Cita Hukum harus 

memenuhi tuntutan bahwa hal tersebut 

dapat dikerjakan. Untuk itu diperlukan 

unsur-unsur dari konsepsi hukum yang 

dapat dinilai dan merupakan sesuatu yang 

rasional. 

Unsur-unsur yang rasionil dari Cita 

Hukum tersebut, mengendap menjadi suatu 

konsepsi hukum, yang memungkinkan 

disusun suatu pengertian hukum umum 

(allgemein Rechtsbegriff) menurut apa yang 

dikandung dan dimaksud oleh Cita Hukum 

yang bersangkutan. Unsur-unsur konsepsi 

hukum ini, adalah merupakan unsur-unsur 

yang di dalam mengandung bahan-bahan 

dasar idiil tentang aturan-aturan hukum 

selanjutnya yang diperlukan. Bahan-bahan 

idiil yang tersimpan di dalam unsur-unsur 

konsepsi hukum tersebut merupakan apa 

                                                                                      
Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

Semarang” dihimpun oleh: Soekotjo Hardiwinoto, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 

1995, hlm. 121. 
8
 B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struk-
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yang disebut dengan asas-asas hukum, yaitu 

pikiran dasar atau yang fundamentil dari 

hukum yang bersangkutan. 

Dengan dan dari asas-asas hukum 

ini selanjutnya disusun segala aturan-aturan 

hukum yang diperlukan secara tertib dan 

tetap dalam hubungan persenyawaan 

dengan Cita Hukum. Kemudian dalam 

menyusun aturan selanjutnya dari dan di 

atas asas-asas tersebut, masih harus melalui 

suatu ide yang merupakan kerangka dari 

aturan-aturan yang akan disusun selanjut-

nya. Ide tersebut adalah ide yang dapat 

terbentuk sebagai endapan dari asas-asas 

hukum yang bersangkutan. Ide yang men-

dasari tersebut  dapat dibedakan dalam dua 

ide. Yang pertama ialah ide sosial dan yang 

kedua ialah ide negara (Staatsidee). 

Salah satu dari staatsidee ini adalah 

yang perlu disebutkan yaitu adanya ide 

negara hukum rechtstaat, seperti yang 

dimiliki Indonesia melalui UUD 1945. 

Artinya semua badan-badan Negara yang 

menjalankan kekuasaan pemerintahan harus 

dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku 

dan dalam menjalankan kekuasaannya pun 

semua badan-badan tersebut harus berpedo-

man kepada aturan hukum. Dalam Negara 

hukum Indonesia maka semua aturan yang 

dibuat itu harus bersumber dari dan  

menggambarkan cita hukum Pancasila tadi. 

Dengan begitu segala perangkat aturan 

yang dikeluarkan negara hukum berarti 

harus berada dalam persenyawaan dengan 

isi Cita Hukum Pancasila yang mem-

bentuknya itu. Hal ini sejalan dengan apa 

yang dikatakan Arief Sidharta yaitu bahwa 

dalam membentuk hukum di Indonesia 

maka setiap hukum itu harus dijiwai oleh 

Pancasila,
9
 atau dengan kata lain dia 

menyebutnya dengan cita hukum (the idea 

of law, rechtsidee) dalam alam pikiran 

berdasarkan Pancasila.
10

 

                                                           
9
 Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, 

Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat 

Hukum Indonesia, Program Pascasarjana Program 

Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, 2006, 

Hlm. 6. 
10

 Ibid., Hlm. 5. 

Susilo Bambang Yudowono mene-

gaskan Pancasila sebagai ideologi nasional 

bangsa Indonesia. Dasar Negara Republik 

Indonesia. Falsafah bangsa: Weltan-

schaung. Pandangan hidup bangsa (way of 

life). Jati diri bangsa. Perekat dan pemer-

satu bangsa.
11

 

Menurut Arief bahwa dalam mem-

bentuk hukum di Indonesia maka setiap 

hukum itu harus dijiwai oleh Pancasila,
12

 

dan yang dikehendaki hukum adalah 

ketertiban dan keteraturan yang bersuasana-

kan ketenteraman batin, kesenangan ber-

gaul di antara sesamanya, keramahan dan 

kesejahteraan yang memungkinkan terse-

lenggaranya interaksi antar-manusia yang 

sejati. Karena itu, hukum yang dijiwai oleh 

Pancasila adalah hukum yang berasaskan 

semangat kerukunan. Terpaut pada asas 

kerukunan adalah asas kepatutan. Asas ini 

juga adalah asas tentang cara menyeleng-

garakan hubungan antar-warga masyarakat 

yang di dalamnya para warga masyarakat 

diharapkan untuk berperilaku dalam ke-

pantasan yang sesuai dengan kenyataan-

kenyataan sosial. Sifat lain yang memberi-

kan ciri pada Hukum Pancasila adalah asas 

keselarasan. Asas ini menghendaki terse-

lenggaranya harmoni dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kemudian Asas kerukunan, 

asas kepatutan dan asas keselarasan sebagai 

ciri-ciri khas dari Hukum Pancasila dapat 

dicakup dengan satu istilah, yakni sifat 

kekeluargaan. Karena itu, dapat dikatakan 

bahwa Hukum Pancasila adalah hukum 

bersemangat kekeluargaan. Semangat 

kekeluargaan menunjuk pada sikap yang 

berdasarkannya kepribadian setiap warga 

masyarakat diakui dan dilindungi oleh 

masyarakat.
13

                                                           
11

 Susilo Bambang Yudhoyono, Menata 

Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Ber-

dasarkan Pancasila, Pidato Peringatan 61 Tahun 

Lahirnya Pancasila, Jakarta Convension Center, 

Tanggal 6 Januari 2006, Hlm.5 
12

 Arief Sidharta, FN. 4. Op.Cit., Hlm. 6. 
13
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Cita hukum Pancasila secara 

gamblang dapat dilihat dalam Pasal 33 

UUD 1945 yang berbunyi: 

1) Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekelu-

argaan. 

2) Cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara. 

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk 

sebesarbesar kemakmuran rakyat. 

4) Perekonomian nasional diselenggara-

kan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawa-

san lingkungan, kemandirian, serta 

dengan menjaga keseimbangan kema-

juan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Kemudian dalam Pasal 34 UUD 

1945 yang telah diamandemen masih lebih 

diperjelas lagi sebagai berikut : 

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mengembangkan sistim jami-

nan sosial bagi seluruah rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang le-

mah dan tidak mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggungjawab atas penye-

diaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 33 

dan 34 UUD tersebut kiranya berkaitan erat 

dengan Pasal 27 ayat 1 dan 2 serta Pasal 

28a yang menggariskan : 

(1) Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya. 

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan. 

Hal ini masih dipertegas lagi oleh 

Pasal 28a bahwa Setiap orang berhak untuk 

hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya 

Dalam ketentuan tersebut terlihat adanya 

pengakuan terhadap hak setiap warganegara 

atau individu, dan kewajiban pemerintah 

untuk memenuhi hak individu tersebut.  

Dalam cita hukum pancasila terlihat bahwa 

untuk pembangunan hukum tersebut ber-

beda dengan paham liberalism (menekan-

kan kebebasan individu) ataupun kollekti-

visme (yang menekankan kepentingan ber-

sama) yang berkembang di Negara-negara 

barat. Cita hukum Pancasila tidak hanya 

memementingkan kemakmuran perseorang-

an tapi juga mementingkan kemakmuran 

banyak orang.  

 

 

D. Kesimpulan 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

hukum dalam hubungannya dengan Cita 

Hukum (rechtsidee) mengandung pula 

suatu pedoman dan suatu ukuran umum 

tentang apa yang harus dilihat sebagai 

hukum di dalam budaya yang bersangkutan. 

Cita Hukum dalam dirinya adalah me-

rupakan sesuatu yang di dalamnya mengan-

dung unsur-unsur yang emosional ideal, 

yang batasan rasionalnya tidak pasti. 

Pengertian dari konsepsi hukum yang 

berusaha mewujudkan Cita Hukum harus 

memenuhi tuntutan bahwa hal tersebut 

dapat dikerjakan. Untuk itu diperlukan 

unsur-unsur dari konsepsi hukum yang 

dapat dinilai dan merupakan sesuatu yang 

rasional.
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